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BUPATI KARANGANYAR s
;*PROVINSIE JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH'KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 11 TAI—IUN-2019' 2

KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
BUPATI KARANGANYAR LT T

~ Menimbang

”:"Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama}._f}f

f'-;:"";.'»bahwa untuk melaksanakan iketentuan Pasal 115‘.:; ff‘ o

':.j,ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang‘ff}x';f"i ;1 ? e

:5.:';_;-Menter1 Kesehatan Nomor 188/ MENKES/ PB/I/ 2011,

- dan Menten Dalarn Negen Nomor 7 Tahun 2011 tentang:“‘_f'ﬂ‘

‘f;:vPedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok perlu':‘:‘.f_f‘--{i

Mengingat
T e Repubhk Indonema Tahun 1945

e ,}_menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa--f e

1 ':,I”Pasal 18 aYat (6) Undang-Undang Dasar Negara o

v. :_";Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang:-‘""r R

._,.ngkungan Prov1n81 Jawa Tengah

R t"Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam': S

3. i}fg'Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang‘: R o

S ;:ffHak Asas1 Manusxaf

(Lémbaran N Cgara | S

S ::t:vRepubhk Indone31a Tahun 1999 Nomor 165, DRI

N Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema}fv?:”f
| ’?"Z_';fNomor 3886); R LRI

: ;-{3‘-‘-'f:,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 00 2 tentang:',:

i Perlmdungan Anak (Lernbaran Negara Repubhki-,{ :
v;:.’::‘:Indonema Tahun 2002 Nomor 109 Tambahanigf~*_.--"-’-."-i;v.”j:’. -

N .Z~Lembaran Negara Republlk

. Indonesm' S



vBupat1 adalah Bupatl Karanganyar
Perangkat ' Daerah adalah unsur "3 pembantu:j‘: o
Bupatl dan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah}:-v : e
' :“lidalam penyelenggaraan urusan pemermtahan yang

’ menjadl kewenangan Daerah o
. v'Kesehatan adalah keadaan sehat ba1k secara ﬁ51k
. mental splntual maupun 3031al yang | A
} ,}rnernungkmkan setlap orang untuk hldup pfoduktlf o
,isecara sos1al dan ekonorms ' -

.‘Rokok adalah salah satu produk tembakau yang

_;{dlmaksudkan untuk dlbakar, dlhlsap, dan/ ataui

-dlhlrup termasuk Rokok kretek Rokok putlh

" cerutu atau bentuk lamnya yang dlhaszlkan dan» :

‘spesws lamnya atau smtetlsnya yang asapnyaaw_ ’

| *-’Yf’tanaman Nlcotlana ’I‘abacum, Nlcotlana Rustxca, dan

. :mengandung mkotln dan tar dengan atau tanpa .
bahan tambahan ‘ R AT
:}»Merokok adalah keglatan membakar daﬁ/atau{
‘_menghlsap Rokok s B
. Perokok Aktlf adalah setxap orang yang secara 1

v--]angsung menghlsap asap Rokok dar1 Rokoknya_"

yang sedang dlbakar

Perokok Pasxf adalah orang yang bukan perokok» 1

_vf'namun terpaksa menghlsap atau menghlrup asap B
| 7: ;Rokok yang dlkeluarkan oleh pcrokok ' ’
100

| EK’I‘R adalah ruangan atau area yang dlnyatakan::f L

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya dlslngkat‘..

-’dllarang untuk keglatan Merokok atau keglatanf-'f: e

.memproduk31, menjual meng1klankan dan/atau“f

T mempromo&kan produk tembakau R
- ,.v’1v1:v,:Dun1a ‘Usaha adalah orang atau badan yangﬁ_::,_.
o :Tb'melaksanakan keglatan dengan tujuan untuk', o
R mendapatkan keuntungan Lo o
12,

o ruang yang chtutup oleh atap dan/ atau dibatasi

Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau_ s

v,oleh satu dlndmg atau leblh terlepas dan matenal;»

":yang dlgunakan dengan struktur permanen atau

e sementara



“-'dlgunakan untuk . menyelenggarakan upaya:

. ﬂKesehatan ba1k yang d1m111k1 dan/ atau dlkelola oleh e

":ufdlgunakan untuk keglatan beIa_]ar mengajar._ﬂb

o . »} fterbuka yang dlgunakan untuk keglatan bermam L |

f‘anak—anak

;::':fv_'j13 Fasﬂltas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang

pemermtah swasta, Masyarakat, | dan/atau"» ’

e _'perorangan
14

Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang‘, -

Vpendldlkan dan/ atau pelatlhan

Tempat Anak Bermam adalah area tertutup maupun; ;

- _:,'16._’I‘ernpat Ibadah adalah bangunan atau ruangan;‘v:fv

o tertutup yang mem 111k1 ClI‘l cm tertentu yang khusus:' N

masmg—masmg agama secara permanen, tidak =~ -

B _’fdlpergunakan untuk benbadah bag1 para pemelukl'

u termasuk tempat 1badah keluarga

. 17.Angkutan Umum - adalah alat angkutan bagl_.’.:'

masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat alr,:‘; o

RN _dan udara blasanya dengan kompensa31

= tertutup atau terbuka yang bergerak dan atau tldak.f:ff‘rf f _
"”,jz;.bergerak yang dlgunakan untuk beker_]a dengan R

f’termasuk tempat lain’ yang d111ntaSI Oleh Pekerja d1 o

o 19.‘Tempat Umurn adalah semua tempat tertutup yang IR 3

Tempat Kerja adalah | Setlap tempat atau gedung,}, o

B ;.‘mendapatkan kompensa31 normal (ga_]l/upah)uif_""
B Kawasan Tanpa Rokok

»,,dapat dlakses oltlah Masyarakat umum dan /atauf}

o tempat yang dapat dlmanfaatkan bersama sama:’-'

| funtuk keglatan Masyarakat yang dlkelola olehf R

~karena - Jabatannya memlmpln :'. dan/atau” L -

" tempat atau kawasan yang dltetapkan Sebagal_f

Kawasan Tanpa Rokok balk m111k pemerlntah‘ o

T pemermtah swasta dan Masyarakat e
PR 20. Pengelola, Plrnpinan dan/ atau Penanggung]awab i
o “Gedung adalah orang dan/ atau badan hukum yang : : .

»' bertanggung Jawab atas keglatan dan / atau usaha di

R maupun swasta



21

::’_'yang merupakan kesatuan balk yang melakukan"_"g'»:fg,--ﬂ |

”";mehputl Perseroan terbatas perseroan komandlter ‘-f ,. _‘
» i;persel“oan yang lalnnya, badan usaha mlhk negara e
.latau dacrah dengan nama dan dalam bentuk'ﬂ‘v“ BRI

g apapun ﬁrma kong31 koperasx persekutuan L

Badan adalah sekurnpulan orang dan/atau moda1_3 B

usaha maupun yang tldak melakukan usaha yang -

A yayasan, orgamsam massa, organlsasx sos1a1 pohtlkfle IR

g .:v;_atau orgamsa31 yang sejems lembaga dana pensmn,"‘ o

o -bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lalnnya o

‘7"52'unsur pe_]abat Pegawal Negen Slpll d1 hngkungan’ -

o yang dltunjuk olch Bupat: ‘yang mempunya1 tugas S

,Tlm Pengawas yang Selanjutnya dxsebut T1m adalah _ e
. .:,v}"-,Pemerlntah Daerah dan/atau anggota Masyarakatg_' :" S

untuk memblna dan mengawam pelaksanaan'

) -‘.'v:ﬁkeglatan perhndungan bag1 Masyarakat_ “bukan__i__‘:73‘":

| ) perokok

23]

. pendlrlannya atas dasar tujuan yang nantmya akan‘:'g. ‘; _

'v,jnyata dan berpusat kepada berbagal kebutuhan:*,.x’f_':' .

’Instltum adalah suatu orgamsam y'ang ada dan .

e B langsung berhubungan dengan Masyarakat
24

- ,’3_:..'__,_-‘-:,da1amnya terdapat seperangkat hubungan norma-

Lembaga adalah Instltu31 ‘atau’ pranata yang dl]b’

norma n11a1-n11a1 dan keyaklnan keyakman yang e

'sos1al serta serangkalan tlndakan yang pentmgv.',

:dan berulang

Anak adalah seseorang yang belum berus:a 18
"(delapan belas} tahun termasuk Anak yang masﬂ'x |

| o fdalam kandungan RS |

. usaha, ba1k yang berbadan hukum maupun yang o

, tldak berbadan hukum P

Setlap Orang adalah orang perseorangan atau badan N

-._-Masyarakat adalah setlap : .‘ ni'ang' yang o

berdoxmslh d1 Daerah



Bag1an Kedua T
Maksud dan TUJuan SR

Pasal 2

o ::_.:Penetapan = KTR dlmaksudkan . untuk memberlkan'\ 1 '

g ’ Jamlnan Kesehatan kepada setlap Masyarakat

Pasal 3

o Penetapan KTR bertu_]uan untuk

'a memberlkan perhndungan dan bahaya asap Rokok

bag1 Perokok Aktlf dan / atau Perokok Pasxf

: ‘-fbv.' membenkan ruang dan 11ngkungan yang ber51h ST

. serta sehat bag1 Masyarakat

e mehndungl Kesehatan Masyarakat secara umum

:_”darl dampak buruk Merokok ba1k langsung maupun:‘ o

o "»'tldak langsullg" ST

: d,v'-menCIptakan llngkungan yang ber81h dan sehat:v |

SHS vbebas dari asap Rokok

el memenuh1 rasa aman dan nyaman warga,

o f v._memngkatkan kesadaran kemauan  dan ST

R kemarnpuan h1dup sehat dan

g v;'menurunkan angka JUmlah perokok dan mencegah-ﬁ"

o perokok pemula

.~ BaBn o
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

| *’.*;*"’(1) KTR mehputl

a Fasﬂltas Pelayanan Kesehatan, . 1
E Tempat Proses Belajar Mengajar
Tempat Anak Bermam ' '

. Tempat Ibadah

c—.OP‘

,:”_Fasﬂltas olahraga
’::'Angkutan Urnum

| Tempat Kerja dan

. Tempat Umurn - dan tcn:lpat’-__;glair; vﬁyang

. ‘dltctapkan .



.‘{KTR sebagalmana d1maksud padav ayat (1) S

R »:’mempunyal syarat sebaga1 berlkut

| b. _dlberlakukan zona51 mellputl w1layah dalarn f“n': ET

huruf a, huruf b huruf c huruf d dan huruf e

o 'a'f .:_’vt1dak ada ruang untuk Merokok dan

'ftf._pagar : dan/atau pembatas w1layah dalam’,fﬂ__? |

o ::‘bentuk laln pacla Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 5

L nf’merupakan kawasan yang bcbas dan asap Rokok . ", :;

- :"fhmgga batas pagar terluar

@

L ::f:huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang KR

KTR sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1) o o

';”bebas darl asap Rokok hlngga batas kucuran a1r."w

RN ’darx atap palmg luar R

o !
) fayat (2) tldak dlperbolehkan dxdlmkan ruang'

o Pasal 6 : . SRR -

Pada K’I‘R sebagalmana dlmaksud pada Pasal 5

Ry [ fkhusus Merokok

@
R dlmaksud pada ayat (1) d1d1r1kan dlluar batas;l;_» :

:Ruang khusus Merokok pada KTR sebagalmana'v

o : '. :kucuran air dar1 atap pahng luar

- khusus Merokok sebagalmana dlmakSle pada.f, o

. Ketentuan leblh lanjut mengenal bentuk ruangv';}:'_}_... S

| ¥ ayat (2) dlatur dalam Peraturan Bupat1

o Fasﬂltas Pelayanan Kesehatan sebagalmana dlmaksudf".:,lf S

. k11n1k

' :puskesmas,_ :

o

{m Cen o a o

Pasal 7 : e

ER dalam Pasal 4 ayat (1) hUTUf a mehputl

: rumah Saklt

posyandu, posbmdu , R
- _”tempat praktek Kesehatan swasta, S
X ‘:-v_apotek . .

S laboratonum

KTR sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1) e



RIS h optlk/ toko kacamata, dan

RS Fasﬂltas Pelay'anan Kesehatan Iamnya s

Pasal 8

o :Tempat Proses Bela_]ar Mengajar sebagalmana dxmaksud e

o ’ivdalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b mehputx o
Seko}ah . o R
b'.v umver31tas dan perguruan tmgg1

s ‘balal pendldlkan dan pelatlhan, ,

. ,balal latlhan kerJa

i

"'v'blmblngan belaJar, : - Co

'Q.vtempat kursus dan o

g ’j»tempat belajar-mengajar Ialnnya

, S Pasal 9 RE :
'Tempat Anak Bermaln sebagalmana dlmaksud dalam’ E
Pasal 4 ayat (1) huruf c mehputx ' s |

: “;a,' area bcrmam Anak

b tempat pemtlpan Anak

e area Pend1d1kan Anak U51a D1n1 (PAUD), v
d. area Taman Kanak kanak dan SR

e area bermam.Anak‘ lalnnya. A

Pasal 10

Lol Tempat Ibadah : sebagalmana  ‘ dlmaksud dalam S

. Pasal 4 ayat (1) huruf d mehputl S

a pura;

| b 'mas,]ld / mushola
c. v'gereja R
d v1hara,

klenteng, dan B

R

- ternpat 1badah lamnya

R S Pasalll v |
: Faéilitas . j:'voblahll“agé: a sebagalmana dlmaksud dalam c
Pasal 4 ayat (1) huruf e mel1put1 '

gedung olahraga

o 'b area kolam renang,

T c." sanggar senam, dan



d. fasilitas olahraga lamnya berupa Tempat atau

Gedung Tertutup ' '

‘ Pa"savl 12

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud ~dalam
Pasal 4 ‘ayat (1) huruf f 'r'néliputi:': N o
~a. bus umufn
b, kereta api; :
- c angkutan kota termasuk kendaraan wxsata, bus
| angkutan Anak sekolah, ‘dan bus angkutan :
karyawan; dan | o

d angkutan Umum lamnya

" Pasal 13 :
Tempat Kerja sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf g meliputi: ’ '
a. perkantoran pemermtah
‘'b. perkantoran swasta;
- c. industri;dan N
d tefnpat kerja lainnya.

o Pasal 14 o
Tempat‘ Umum sebagaimana dxmaksud dalam
~ Pasal 4 ayat (1) huruf hmehputl v o
. a. hotel dan restoran; - '

b. halte; -
c. terminal Angkutan Umum;
d. stasiun kereta épi; dan “

tempat umum lainnya..

- | BABIII |
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 15
Set1ap Orang berhak atas: , ,
a. keschatan mehputl udara bersih dan sehat yang
bebas dari asap Rokok;

b. mforma_s; mengenai KTR;



c. informaSi dan edu‘kasi‘ yang benar mengena1
bahaya asap Rokok bagl Kesehatan dan

. d. berperan serta aktlf dalam proses penetapan

pemanfaatan ‘dan pengendahan : pelaksanaan

kebljakan KTR. ’ -

" Bagian Kedua

- Kewajiban =

- Pasal 16
Setiap . Orang mempunyai kewajiban mematuhl'
,pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang—undangan

' mengenal KTR

Pasal 17 . v

‘(1) Pengelola/Penanggung Jawab tempat yang telah

dltetapkan sebagai KTR mempunya1 kewa_]lban

a. membuat dan memasang tanda “Dllarang*
»Merokok” sesuai dengan persyaratan di semua

.3'_"p1nt‘u masuk utama dan tempat yang dlpandang
perlu  dan mudah dibaca/dilihat dan/atau
berupa pengumuman dalafn bentuk pamflet atau
audio visual; o | |

b. tidak menyedlakan tempat Merokok;
melakukan pengawasan - pada tempat/ lokasx )
- yang menjadl tanggung Jawabnya dan

d. melarang semua orang untuk Merokok di KTR _

"",(2) Ketentuan lebih lanjut mengenaz kcwa_]xban"-“

Pengelolé/ Penahggung jawab tempat yang telah '

ditetapkan sebagai KTR sebagalmana dxmaksud‘

pada ayat (1) dlatur dalam Peraturan Bupat1

_ - Pasal 18
Pcmermtah Daerah berkewajlban untuk melaksanakan |
penetapan KTR, dalam bentuk: v |
a. menyediakan lingkungan yang ber51h dan sehat

serta bebas dari polu51 asap Rokak;

b. memfasﬂltasx terselenggaranya kebijakan KTR;

mengumpulkan data dan informasi tentang KTR



, . - ‘d_.v melakukan edukasx tentang bahaya Rokok bag1
o - _ Masyarakat v o :
e melakukan sosialisasi' peraturan perundang-

o undangan yang berkaltan dengan KTR; dan
. melakukan pemantauan dan evalua81 terhadap' |

pelaksanaan KTR.

Bagian Ketiga
- Larangan

- ~ Pasal 19
‘. ( 1) Setlap Orang dllarang Merokok di KTR.

(2) Setlap Orang dxlarang memerlntahkan Anak untuk
‘ membeli Rokok. |
- (3) Setlap Anak dllarang membeli Rokok. »
4) Setlap ' Orang dllarang ' menglklankan,
mempromosikan, memberlkan sponsor, menjual,
dan/ atau membeh Rokok dl KTR -

, ’_BAB v
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
‘Bagian Ke-sa.tu
o Pembinaan

Pasal 20

(1) Bupat1 melakukan pembmaan terhadap penataan "

dan pengelolaan KTR.

(2) Pembinaan sebagalmana dxmaksud pada ayat (1)' o

mehputl _ _ _ |

a. penyebarluasan 1nforma31 dan sosxallsam :

b. koordinasi - dengan | scluruh lembaga
| f)émeriritahi‘dan non- pemenntah, S

c. memberlkan motivasi iintuk tidak Merokok
dalam KTR; " | Y

d. perumusan kebijakan; dan

e. bekerja sama dengan lembaga pemermtah dan

non- pemermtah - baik  nasional rnaupun_"

1nterna31onal



o

@

@)

(4)

©

(1)

 (2')

‘ Bagia_ﬁ Kedua
Per‘lgawasa}n
Pasal 21
Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan
‘ terhadap penyelenggaraan KTR. |
Kewenangan pengawasan sebagalmana dlmaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim dan/atau
Perangkat Daerah yang memb1dang1 penegakan
Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan‘
Perangkat Daerah lamnya g | | :
Perangkat Daerah lamnya sebagalmana dlmaksud
pada ayat (2} merupakan Perangkat Daerah ‘yang
mempunyai fungsi sesuai dengan tempat .yang
chnyatakan sebagaz KTR. |
Pengawasan sebagalmana dlrnaksud pada ayat (2)
dlkoordma31kan oleh Sekretaris Daerah.
Hasil pcngawasan sebagalmana dlmaksud pada ‘
ayat (4) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga)

bulan. o

| BAB V |
~ PARTISIPASI MASYARAKAT |

v v Pasal 22 |
Masyarakat berperan serta dalam pembentukan'
KTR. o S
Berituk' | _peran  serta Maéyarakaf sebagéiména
dimaksud pada ayat ( 1) scbaga1 bemkut |

a. berperan serta dalam pembentukan KTR

b berperan serta dalam memehhara KTR

c. berlaku tertlb dan mematuhi ketentuan dalarn
‘melaksanakan KTR; ' ' '

d. ikut memfasﬂltam dan membantu pejabat yang
berwenang dalam rnengawasn terlaksananya KTR

e. befperan serta mendapatkan 'lingkungari yang
bcr31h dan schat agar terhndung dan paparan ,

. asap Rokok orang lain.



(3)

Peran serta'Masyarakat‘dapat‘ dilakukan secara : '

~ a. perseorangan; .

b. kelompok;

c. badan hukum;

- d badan‘lusaha; '_ |

a.

(1)

(2)

e. lembaga; dan |

f. organisasi. -

Pasal 23 -

‘Peran serta Masyarakat dllaksanakan melalui :

saran, pendapat, pemikiran, usulan dan
pertlmbangan berkenaan dengan pernantauan dan
pelaksanaan kebx_]akan KTR; '

keikutsertaan dalam pemberlan bimbingari 'dalam

penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada

Masyarakat tentang K’I‘R
mengmgatkan atau menegur perokok aktlf untuk ’
tldak Merokok di KTR; » i
memberitahu : pem111k o pengelola ~ dan
penangung]awab KTR _]lka terjadl pelanggaran dan
melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjad1
pelanggaran ‘ ;
BAB vI
SANKSI ADMINI STRA’I‘IF
‘ | Pasal 24
P1mp1nan atau penanggung Jawab KTR yang |
melanggar ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 17 dapat dlkenakan sank31 berupa
a. peringatan tertulis; '
b. penghentian sementara ,k‘egiatan;,
c. pencabutan' izin; dan/ atau}
d. pengenaan denda administratif.

Denda administratif sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1) huruf d paling banyal«; RpQ0.000.0Q0,00

~ (dua puluh juta rupiah).



(3).Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang “
(4) Ketentuan lebih lanjut ~mengenai tata cara
pengenaan ', ‘san'kSI admmistratif : sebagaimana
~dimaksud ‘pada ayat (1) dlatur ~dalam Peraturan

‘Bupati. S » o

o o Pasal 25 -
Setiap“'O‘rang/Anak ~ yang melanggar keteﬁtuan
sebagaimaﬁa dimaksud dalam Pasal 19 aya:t (1),
ayat (2), dan ayat (3) dikenakan denda pahng sed1k1t>
Rp100.000 ,00 (seratus r1bu ruplah)

_ Pasal 26 |
| Setlap Orang yang mempromosxkan menglklankan, :
menjual, dan/atau membeli Rokok di tempat atau
area yang dinyatakan ‘sebaga‘i KTR sef:agaimana '
dimaksud dalam ‘Pasal' 19 :aya_t (4}, dikenakan fdenida .
paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

. Pas;al 27

Ketentuan lebih lanjut mengenéi pengenaan denda

o sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan '_Pésal 26 -

diatur dalam Peraturan Bupati.

 BABVII
KETENTUAN PENUTUP
) ‘ Pasal 28 _

(1) Pemerintah Daerah " melakukan  sosialisasi

 selama 1 (satu) tahun i setelah ditetapkahnya'
Peraturan Daerah ini. | :

(2) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini,
maka Peraturan - Bupati Karanganyar Nomor 91
‘Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok |
dan ‘Kawasan Terbatas Merokok dlcabut dan

dinyatakan tidak berlaku. -



Diundangkan di Karanganyar ’

| SUTARNO

_ | ‘ Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkari. ‘_
Agar Setiap Orang‘ mengetahuinya, vmemerintahkan v

pengundangan ~ Peraturan Daerah ini - dengan

. penempatan’nya ~dalam' Lembaran Daerah Kabuiaaten

Karanganyar.

Ditetapkan d1 Kérariganyar

pada tanggal 23 Mei 2019
BUPATI KARANGANYAR,

~ TTD

JULIYATMONO

pada tanggal 19 Juni 2019
Pj.SEKRETARIS DAERAH =
KABUPATEN KARANGANYAR,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019
NOMOR 11 ' - o

NOREG PERATURAN DAERAI-I KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI |
-JAWA TENGAH (11- 136/2019) | ' = :

Salinan sesuai dengan aslinya




L

~ PENJELASAN
© ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG

' KAWASAN TANPA ROKOK |

UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat- berbahaya bagi

Kesehatan manusia. Zat adlktlf adalah zat yang jika d1konsurn51

" manusia akan menlmbulkan adiksi atau ketaglhan, dan dapat memlcu

timbulnya berbagal penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh
darah, stroke, penyaklt paru obstruktif kronlk kanker paru, kanker
mulut 1mpoten51, serta kelainan kehamilan dan j janin. ;

Asap Rokok t1dak hanya membahayakan perokok, tetap1 juga
orang lain yang berada d1 sekitar pcrokok (Pcrokok Pasﬂ) Asap rokok

- terdiri dari asap Rokok utama {mazn stream) yang mengandung 25%

kadar bahan berbahaya dan asap Rokok sampingan {szde stream) yang
mengandung 75% kadar berbahaya Asap Rokok mengandung lebih
dari 4.000 Jems senyawa ‘kimia., Sek1tar 400 Jems dlantaranya

:merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 Jenls tergolong zat

- penyebab kanker (karsmogemk)

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung Jawab seluruh

'} kornponen bangsa’ balk “individu, Masyarakat lembaga-lembaga' ’
pemerintah dan non- pemermtah untuk melindungi hak—hak generasi

; sekarang maupun yang akan datang atas I\esehatan diri dan

_hngkungan hldup yang sehat Kormtrnen bersama lintas sektor dan

'berbagan elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasﬂan‘

. Kawasan Tanpa Rokok.

Undang~Undang Nomor 36 ’I‘ahun 2009 tentang Kesehatan
mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan
Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan m1 bertu3uan untuk mencegah dan
mengata31 dampak buruk asap Rokok Pasal 115 angka 2 menentukan
bahwa pcmermtah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di
wﬂayahnya Kawasan Tanpa Rokok mencakup Fasilitas Pelayanan |

Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tcrnpat Anak Bermaln," )

o Ternpat Ibadah Angkutan Umum, Tempat Kerja, Tempat Umum, dan



",tempat lain yang ditetapkan. Konsép peraturan ini adalah melérang

--Vkeglatan Merokok iklan Rokok dan penjualan Rokok di Kawasan Tanpa -

 Rokok. Sehingga dalam upaya penanggulangan  bahaya akibat
- Merokok, dlperlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rok.ok. '

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 -
Cukup jelas.

Pasal2 . o
Cukup jelas.

| Pasal 3 | |

- Cukup jelas}{

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas;

Pasal 7
Yang dimaksud dengan f‘Posyandu” adalah_ satu bentuk;upaya
Kesehatan  berbasis Masyarakat yang  dikelola’ dan
diselexiggarakan oleh, dari, untuk dan bersama Masyarakat-_»
dalam = penyelenggaraan pembangunan Kesehatanf guna
‘memberdayakan Masyarakat dan memberlkan kemudahan
kepada Masyarakat dalam memperolch pelayanan Kesehatan
dasar/sos;al dasar untuk mempercepat penurunan _Angka
Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. B ‘
Yang dimaksud dengan  “Posbindu” ‘adalah  kegiatan

| pengeiidaliari faktor risiko penyakit tidak menular melalui

" pemberdayaan Masyarakat Sasaran program  ini dltujukan

kepada seluruh Masyarakat sehat dan benslko yang beru31a

N mulal dari 15 (hma belas) tahun ke atas.



Pasal 8

Ci.ikub jvélas.’ N

~ Pasal9

Cukup jelas.
Pasal 10 |
s - Cukup jelas. :
Pasal 11 .
| Cukup jélas.
Pasai 12 E
. Cukup jelas.
Pasal 13 |
Clukup jélas.
Pasal 14 . |
Cukup j€las.
Pésal 15 | |
Cukup jelas.v .
Pasal 16 | |
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pésal 18 . }‘
Cﬁkup}jelas. |

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20 |

~ Cukup jelas. -

Pasal2l
Cukup | jelas.
Pasal 22

Cukup jelas,



Pasal 23
| Cukup jelas.v
| Pasal 24
Cukupjélas, | _ :
Pasal 25
Cukup j}élas.
Pasal 26
Cukup jelas. |
Pasal 27 :
Cukup jelas. |
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 20 |
' Cukup jelas.
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